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DEP..RTEMEN AGAMA RIPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASATI

Nomar : Wh 5 ¢ (/8 Pum | Ts | 1958

At:s nama Menteri Aeama  Republik  Indonesia  dengan  ini
Kepala Kartor Wilayah Depariem 0 Aguma  memberhan Piazam  terdaliar

kepada M.drasah

. Nana : ﬂi__._ _R.E_D_EN_ GM&R__SAID

2, Alama : Jalan - o S
Desa . COLO
Kecamatan ; DA‘.{JE.._._.

Kabuparen : KB!-PMS_ -

Propinsi : ~JH_"#\ IEﬂG.ﬁH_ —

3. Didirik in pada o Tel.. 3= JUL.|-19283
Oleh . PENGURUS

Schingga k pada Madrasali  vanz  bersanghutan  libenican hak  menurut
hukum  unt ik menyelecomirnkun Pendidibun dan Penpajaran dan diper-

bolchkan  wituk  mengikuti  vpan persumaan Madrasah iNegeri,

SEMARANG 20 — FEBRUARI- 10 85

g0 aepala Kantor Wilayah Depa. temen 'hﬂgama
Propisnst Juwa Teongah

2% oo Kepala Bidang  Pewabinaan  Perguruan Agama  Islam - 15

»
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR f4%a TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH RADEN UMAR SAID
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN ACAMA PROVINS! JAWA TENGAH,

% Menimbang . a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala

o Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor:
761/Kk.11.19/2/PP.00/2/2021 tanggal 9 Maret 2021,
tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah di
pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian
Madrasah Tsanawiyah Raden Umar Said Kabupaten
Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang
Perubahan |Izin Operasional Pendirian Madrasah
Tsanawiyah Raden Umar Said Kabupaten Kudus
Provinsi Jawa Tengah,

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

rh) Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
I

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomeor 91, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51035) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Peniyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 5157);

5. Peraturan . . .
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standaf Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomeor 1382)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama
Nomer 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

h 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Talhun 2016

‘ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

@ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

9, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH RADEN UMAR SAID
KABUPATEN KUDUS PROVINS] JAWA TENGAH.

KESATU ¢ Menetapkan perubahan lzin Operasional Pendirian Madrasah
Tsanawiyah Raden Umar Said Kabupaten Kudus sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

-"" terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/015/Pgm/Ts/1985 tanggal
26 Februari 1985.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal \ Desember 2021

EPALA KANTOR WILAYAH
LRMENTERIAN AGAMA
REWNSI JAWA TENGAH,
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LAMPIRAN

i'EEZPU'I'UHAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINS! JAWA TENGAH
NOMOR \auwa TAMUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH RADEN UMAR SAID KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
Semula

\ 1 | Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah Raden Umar Said

F—— ==

5 | Nomor Statistik Madrasah | 121233190046

Desa Colo
: Kecamatan Dawe
% 3 | Alamat Madrasah Kabupaten Kudus
Provinsi Jawa Tengah
4 | Nama Organisasi Pengurus
Penyelenggara
Menjadi
1 | Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah NU Raden Umar Said

i

J1. Colo RT 02 RW 01
| Kelurahan Colo
Alamat Madrasah Kecamatan Dawe
Kabupaten Kudus
Provinsi Jawa Tengah

%]

Nama Qrganisasi Perkumpulan Madrasah Tsanawiyah
| 3 Pﬂnygjung‘gﬂ]‘ﬂ | Nahdlatul UlamaRaden Umar Sa'id Kudus
L‘" . 4 Akta Notaris Organisasi ' Nomor 04/2016 tanggal 09 Februari 2016
Penyelenggara H. Paiman, SH |

Pengesahan Akta Notaris | AHU-0015028.AH.01.07.Tahun 2016
Organisasi Penyelenggara | tanggal 09 Februari 2016 |

KEPALA KANTOR WILAYAH
SMENTERIAN AGAMA

Dipindai dengan CamScanner



